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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 

kepadaku.” – Filipi 4:13 

“Everything becomes a bad thing when you think negative. When you think 

positive, it become better.” – (KJ) 

Decide for yourself what it means to be happy. Everyday, take a step to grow up. 

But sometimes, it's okay to show your weakness. It's okay to be yourself. So don't 

lie to yourself anymore. – (Lights) 

As simple as, Let God Lead. – 
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Abstrak 

Masalah pengangguran kerap menjadi masalah negara-negara berkembang seperti 

Indonesia. Hal ini dapat diatasi dengan mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan 

Kerja (LPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mutu akreditasi 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Amikom di Palembang yang berpedoman pada 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan akreditasi, menelaah 

alternatif implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap peningkatan mutu 

pelatihan kerja. Fokus penelitian mencakup proses perumusan masalah, peramalan, 

rekomendasi, monitoring kebijakan berdasarkan teori analisis kebijakan William 

Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 

subjek terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam akreditasi 

LPK mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keterjangkauan 

dukungan sosial dan politik, serta rendahnya efektivitas rekomendasi kebijakan yang 

telah diterapkan. Tetapi, dalam penerapan standar yang digunakan terbilang cukup 

baik. 

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Kebijakan Mutu, Akreditasi LPK 
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Abstract 

This research aims to analyze the quality accreditation policy of the Amikom 

Vocational Training Institute in Palembang, guided by the Minister of Manpower 

Regulation Number 5 of 2022. This can be overcome by attending training at a 

vocational training centre (LPK). This research aims to identify issues in the 

implementation of accreditation, examine alternative policy implementations, and 

assess their impact on improving the quality of vocational training. The focus of the 

research includes the problem formulation process, forecasting, recommendations, 

and policy monitoring based on William Dunn's policy analysis theory. The research 

method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques 

were carried out through in-depth interviews with the relevant subjects. The research 

results indicate that the main obstacles in LPK accreditation include limited human 

resources, lack of accessibility to social and political support, and low effectiveness of 

the implemented policy recommendations. However, the implementation of the 

standards used is considered quite good. 

Keywords: Policy Analysis, Quality Policy, Accreditation of the Amikom Vocational              

Training Institute. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi dalam 

kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi, ekonomi, dan industri terjadi dengan 

pesat, yang berdampak pada perubahan kebutuhan keterampilan dan kompetensi 

tenaga kerja di seluruh dunia. Dalam hal ini, manusia memegang peran penting dalam 

perkembangan teknologi dan kemajuan zaman. Menurut David Held, globalisasi 

merupakan kombinasi dari runtuhnya perbatasan, jaringan sosial, dan perubahan 

struktural di bidang ekonomi, politik, dan kehidupan sehari-hari. Globalisasi pada 

hakikatnya adalah suatu proses di mana ide-ide diciptakan, diusulkan ke negara lain 

untuk diimplementasikan, dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan dan menjadi 

kebijakan bersama bagi negara-negara di seluruh dunia.  

Manusia sebagai tenaga kerja memainkan peran yang sangat penting dalam 

perekonomian global dan nasional. Tenaga kerja adalah individu yang menyediakan 

keterampilan, waktu, dan tenaga untuk berbagai kegiatan ekonomi, baik di sektor 

formal maupun informal. Di era globalisasi, peran manusia sebagai tenaga kerja 

semakin penting karena perubahan dalam teknologi, perdagangan, dan mobilitas 

tenaga kerja memperluas peluang dan tantangan di pasar tenaga kerja. Era globalisasi 

memperlihatkan bahwa organisasi tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tetapi juga di 

tingkat global. Kondisi ini memperlihatkan betapa pentingnya organisasi 

mempersiapkan sumber daya manusia mereka agar bisa bersaing dengan pesaing 
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global yang semakin bertumbuh. Dalam konteks ini, peningkatan kompetensi tenaga 

kerja menjadi salah satu prioritas utama bagi negara-negara berkembang seperti 

Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. 

Era globalisasi ini, menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan 

pertama kali sangat ketat, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki pasar 

kerja. Kurangnya pengalaman kerja menjadi salah satu penyebab utama tingginya 

tingkat pengangguran di kalangan usia muda. Teknologi dan perubahan pasar kerja 

global telah menciptakan permintaan akan keterampilan khusus yang sering kali tidak 

diajarkan di institusi pendidikan tradisional. Akibatnya, banyak lulusan baru yang 

merasa sulit untuk bersaing dengan pekerja yang lebih berpengalaman, sehingga 

memperburuk tingkat pengangguran dalam kelompok usia ini. Selain itu, di banyak 

negara, globalisasi telah mendorong perusahaan untuk merelokasi operasi mereka ke 

tempat-tempat yang lebih menguntungkan secara ekonomi, sering kali mengurangi 

kesempatan kerja lokal. 

Data BPS tahun 2023 menunjukkan, jumlah penduduk 15 tahun keatas termasuk 

tenaga kerja mencapai angka 855.506 jiwa, dari jumlah seluruh masyarakat di 

Palembang 1.718.440 pada tahun 2023. 

Tabel 1.1 Data BPS 2023, Jumlah Penduduk 15 Tahun keatas termasuk usia 

Angkatan Kerja (jiwa) 

 

Sumber. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024) 

Kota Palembang sendiri memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi 

Sumatera Selatan. Era globalisasi yang akan terus berjalan ini, akan membuat 
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dinamika pasar kerja berubah signifikan. Adanya ketidaksesuaian antara keterampilan 

tenaga kerja dan kebutuhan industri yang terus berkembang, disertai persaingan global 

yang semakin ketat, menyebabkan tantangan yang berbeda di setiap kelompok usia. 

Salah satu dampak dari globalisasi ini adalah meningkatnya pengangguran, yang 

sering kali terkait erat dengan faktor usia. Untuk menghadapi tantangan ini, pelatihan 

kerja menjadi solusi penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan 

mengurangi pengangguran. 

Tabel 1.2 Data BPS, Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Selatan 

 

Sumber. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024) 

Sebagai wilayah dengan jumlah usia produktif terbanyak, palembnag juga 

menjadi wilayah dengan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi di Provinsi 

Sumatera Selatan. TPT merupakan rasio jumlah pengangguran terhadap jumlah total 

angkatan kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan 

tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran). Dalam arti luas, dalam status negara 

berkembang, Indonesia memiliki beberapa masalah internal yang belum terlesaikan. 

Dalam hal ini, termasuk kurangnya keinginan untuk menjadi seorang pekerja. 

Tingginya angka pengangguran bukan hanya disebabkan oleh perubahan 

perekonomian, tetapi ada beberapa hal penyebab pengangguran salah satunya, 

kurangnya kompetensi dalam menjadi tenaga kerja, sehingga dalam proses 

penerimaan sebagai seorang tenaga kerja, akan banyak yang mengalami kegagalan. 

Hal ini dapat diakibatkan oleh kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki 
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individu tersebut. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dalam meluncurkan seorang 

tenaga kerja untuk menjadi seorang pekerja. 

Manusia mempunyai berbagai kemampuan yang dapat dikembangkan melalui 

pendidikan dan pengalaman. Pengalaman tersebut terjadi karena manusia berinteraksi 

secara efisien dan efektif dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial manusia. Pendidikan merupakan suatu proses kompleks yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya lingkungan pendidikan yang 

dikenal dengan tiga pusat pendidikan: rumah, sekolah, dan Masyarakat. Prinsip yang 

menjadi pedoman selama ini adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berakar pada nilai- 

nilai agama dan budaya nasional Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan 

kebutuhan zaman. 

Pendidikan nasional sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik 

Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memerlukan kesadaran 

untuk menciptakan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat 

secara aktif mengembangkan potensi keagamaan dan spiritualnya merupakan upaya 

yang disengaja dan terencana. Pengendalian diri, budi pekerti, kecerdasan, akhlak yang 

tinggi, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, negara, dan 

bangsa. 

Pendidikan nasional terdiri dari tiga subsistem utama, yaitu: 

1. Pendidikan Formal: Ini adalah kegiatan yang sistematis, terstruktur, berjenjang, 

dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan setara. Termasuk di 

dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis, program 

spesialisasi, dan latihan profesional yang dilakukan secara berkelanjutan. 
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2. Pendidikan Informal: Proses ini berlangsung sepanjang usia, di mana seseorang 

memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan dari pengalaman hidup 

sehari-hari, termasuk pengaruh lingkungan seperti keluarga, tetangga, tempat 

kerja, permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. 

3. Pendidikan Non-Formal: Ini adalah kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar 

sistem sekolah formal. Pendidikan non-formal bisa dilakukan secara mandiri 

atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas, dengan tujuan melayani 

peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. 

Hal ini menunjukkan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dapat disebut sebagai 

Lembaga Pendidikan non formal. Pendidikan yang ditawarkan tentulah dalam bentuk 

memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja yang dibutuhkan oleh Masyarakat 

dan dilakukan secara mandiri atau sebagai bagian dari kegiatan yang lebih luas, dengan 

tujuan melayani peserta didik tertentu untuk mencapai tujuan belajarnya. Di tengah 

perubahan yang dipicu oleh globalisasi, pelatihan kerja menjadi solusi penting dalam 

mengurangi pengangguran di semua kelompok usia. Pelatihan kerja memungkinkan 

pekerja untuk memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan tuntutan industri 

global, memperluas pengetahuan teknologi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan 

struktural dalam ekonomi global. 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) memiliki peran strategis dalam menyediakan 

tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai di pasar kerja. Di tengah meningkatnya 

persaingan global dan  perubahan cepat dalam teknologi serta industri, LPK 

dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan 

yang mereka tawarkan. Standar kualitas yang terjaga menjadi kunci untuk memastikan 

bahwa lulusan LPK dapat memenuhi kebutuhan industri serta memiliki keterampilan 



6 
 

 
 

yang relevan. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan standar kualitas ini, 

diperlukan kebijakan akreditasi yang efektif. Kebijakan akreditasi tidak hanya menjadi 

alat pengawasan dan pengendalian mutu, tetapi juga menjadi dorongan bagi LPK 

untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. 

Tantangan dalam menjaga standar kualitas di LPK sangat kompleks, mulai dari 

relevansi kurikulum, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, kualitas tenaga pengajar, 

hingga pembiayaan. Untuk menghadapi tantangan ini, kebijakan akreditasi menjadi 

instrumen penting dalam memastikan bahwa LPK mampu menyediakan pendidikan 

dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Akreditasi tidak hanya 

berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme peningkatan mutu 

yang mendorong inovasi, adaptasi, dan pengembangan berkelanjutan di LPK. Dengan 

akreditasi yang efektif, LPK dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi 

signifikan dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing di pasar 

global. 

Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap 

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang 

dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. LPK memiliki perhatian khusus dari 

pemerintah sehingga pendirian perusahaannya membutuhkan izin dari pemerintah. 

Tenaga kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah dua komponen penting 

dalam ekosistem ketenagakerjaan yang saling terkait erat. LPK memainkan peran 

krusial dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, yang pada 

gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional. 

Lembaga Pelatihan Kerja dalam hal ini disingkat LPK adalah instansi pemerintah, 
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badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan 

Pelatihan Kerja. 

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2022, menjelaskan akreditasi adalah suatu 

asesmen yang independen agar lembaga pelatihan kerja dan pendidikan kejuruan 

memberikan layanan pendidikan dan pelatihan yang bermutu tinggi sesuai standar 

yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja (KEMNAKER). Peraturan ini sekaligus 

menjadi kebijakan Lembaga Pelatihan Kerja dalam memperoleh akreditasi. Lembaga 

pelatihan kerja harus diakreditasi untuk mengajarkan pendidikan kejuruan dan 

pelatihan kerja yang akan memberikan Sertifkat Kompetensi Kerja (SKK) atau klaster 

SKKNI dari jalur kejuruan dalam KKNI. Suatu lembaga pelathan kerja dapat juga 

diakreditasi untuk memberikan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja berdasarkan 

standar lainnya. Ada dua unit kompetensi yang secara langsung terkait dengan 

asesmen akreditasi dan suatu klaster lebih lanjut yang berisi enam unit kompetensi 

yang diadaptasi dari Sertifikat IV Training dan Asesmen. Dalam hal ini Lembaga 

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah 

lembaga yang bersifat independen dan ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 

Akreditasi LPK. Mulai dari menyusun program akreditasi, hingga mengembangkan 

Kerjasama Internasional antar Lembaga Akreditasi Pelatihan Kerja. 

Program Pelatihan Kerja adalah suatu rumusan tertulis yang yang memuat secara 

sistematis tentang pemaketan unit-unit kompetensi sesuai dengan area kompetensi 

jabatan pada area pekerjaan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi. Dalam hal ini, Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut 

Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen Pelatihan Kerja 

untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. 
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Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, 

jumlah keseluruhan Lembaga Pelatihan Kerja di Sumatera Selatan mencapai 244. 

Dengan jumlah LPK terakreditasi di Sumatera Selatan adalah LPK Swasta 

dengan jumlah 104 LPK, dan BLK dengan jumlah 10 BLK. 

Tabel 1.3 Data LPK di Sumatera Selatan 

 

Sumber. Data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan (2024) 

Adanya akreditasi ini menunjukkan nilai dari pelatihan yang diberikan oleh LPK 

memenuhi standar sesuai syarat. Dalam hal ini, LPK akan mendapat apresiasi dalam 

pemberian pelatihan kepada individu hingga individu tersebut mampu terjun ke dunia 

kerja sebagai seorang tenaga kerja. 

Dalam penelitian ini, penulis memilih salah satu LPK di Kota Palembang, yaitu 

Lembaga Pelatihan Kerja Amikom. LPK Amikom merupakan satuan pendidikan 

pendidikan luar sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat 

yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau 

melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

LPK Amikom merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah 

(Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal 
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untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat 

atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

LPK AMIKOM berdiri dari pada tanggal 8 Agustus 2008 yang beralamat di Jl. 

K. H. Ahmad Dahlan No. 17 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil. LPK AMIKOM 

berizinkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Nomor 560/058/Disnaker/2016 

Tanggal 21 Juli 2016 dan telah terakreditasi LA-LPK Nomor 422/LA-LPK/II/2019 

tanggal 8 Februari 2019. 

LPK ini merupakan LPK swasta yang sudah berdiri sejak lama, dan sudah 

terakreditasi. LPK AMIKOM merupakan LPK yang memberikan beberapa kursus atau 

pelatihan. Dari pelatihan yang diberikan, pihak LPK juga memberikan sertifikat ketika 

para siswa menyelesaikan pelatihan nya dengan baik dan mendapat penilaian yang 

baik dari instruktur. Beberapa pelatihan dan sertifikasi yang ditawarkan, antara lain, 

pelatihan komputer, desain grafis, batik jumputan, menjahit, otomotif, dan bahasa 

inggris. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah “Bagaimana kebijakan mutu akreditasi LPK Amikom di Provinsi Sumatera 

Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 

tentang akreditasi lembaga pelatihan kerja?” 
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1.3. Tujuan penelitian dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis penerapan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang akreditasi lembaga pelatihan 

kerja sebagai kebijakan mutu akreditasi LPK Amikom di Provinsi Sumatera Selatan 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

● Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait dampak pelatihan kerja 

terhadap perkembangan kompetensi dan keterampilan individu dalam 

persiapan menjadi seorang tenaga kerja. 

● Penelitian ini dapat menambah referensi dalam memahami pentingnya 

pelatihan kerja dalam meningkatkan skill, kemampuan, kompetensi dan 

peluang. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Mahasiswa 

● Penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait penerapan teori analisis 

kebijakan, khususnya Teori William Dunn. 

● Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian serupa terkait kebijakan akreditasi 

2) Bagi Perguruan Tinggi 

● Mendukung pengembangan penelitian kebijakan publik yang berkualitas dann 

relevan . 



11 
 

 
 

● Memperluas mitra jejaring program studi dan meningkatkan hubungan dengan 

instansi pemerintah dan universitas. 

3) Bagi Instansi 

● Mendapatkan masukan empiris mengenai implementasi kebijakan akreditasi 

LPK. 

● Memperoleh rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan 

akreditasi. 
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